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ABSTRAK 
 
Alde Wissiana (2021):  Peran Badan Usaha Milik Desa Bina Usaha Sejati 
dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 
Berdasarkan Peraturan Desa Kundur Nomor 4 
Tahun 2017 di Desa Kundur Kecamatan Tebing 
Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Peran Badan Usaha Milik Desa Bina 
Usaha Sejati yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa, 
sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Desa Kundur 
Nomor 4 Tahun 2017 bahwa BUMDes merupakan salah satu usaha yang 
dilakukan oleh Desa yang bertujuan untuk mewujudkan kestabilan perekonomian 
masyarakat perdesaan yang mandiri serta dapat menggali potensi lokal untuk 
mengembangkan produktivitas usaha pedesaan. Sedangkan dalam pelaksanaannya 
pihak BUMDes Bina Usaha Sejati terlihat belum begitu memaksimalkan program 
program yang diharapkan mampu menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli 
Desa. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana peran BUMDes Bina 
Usaha Sejati di Desa Kundur dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa 
berdasarkan tujuan dari pendirian BUMDes yang tertera pada Peraturan Desa 
Kundur Nomor 4 Tahun 2017 dan apa saja yang menjadi faktor penghambat yang 
mempengaruhi pelaksanaan peran BUMDes Bina Usaha Sejati dalam 
meningkatkan Pendapatan Asli Desa Kundur Kecamatan Tebing Tinggi Barat 
Kabupaten Kepulauan Meranti. 
Penelitian ini berbentuk penelitian hukum empiris. Dengan metode 
pendekatan efektivitas hukum. Sumber data yang digunakan mencakup sumber 
primer yaitu: hasil wawancara responden penelitian dan Peraturan Desa Kundur 
Nomor 4 Tahun 2017, sumber sekunder yaitu: buku-buku yang terkait dengan 
pembahasan penelitian, dan sumber tersier yaitu: karya tulis ilmiah, jurnal, 
website, kamus. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis 
kualitatif, dengan menarik kesimpulan secara induktif. 
Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa Peran Badan Usaha Milik 
Desa Bina Usaha Sejati dalam meningkatkan pendapatan asli desa Kundur telah 
terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan pendirian BUMDes yang tertera 
dalam Peraturan Desa Kundur Nomor 4 Tahun 2017. Faktor penghambat yang 
mempengaruhi pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan 
pendapatan asli desa yaitu : Pertama, Sebagian masyarakat yang masih kurang 
peduli terhadap BUMDes. Kedua, Terbatasnya tenaga kerja. Terjadinya 
penambahan tenaga kerja dikhawatirkan akan menambah dana pengeluaran, hal 
itu dikhawatirkan dapat mengahambat jalannya BUMDes tahun-tahun 
kedepannya. 
 
Kata Kunci :  Peran, BUMDes, Pendapatan Asli Desa. 
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A.  Latar Belakang Masalah 
Desa adalah suatu daerah atau wilayah yang di tempati oleh sejumlah 
penduduk secara bersama, dan masyarakat dapat menggunakan lingkungan 
desa untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan 
kehidupannya, yang mempunyai organisasi pemerintahan di bawah Kecamatan. 
Desa juga biasanya dikenal mempunyai berbagai macam karakteristik fisik 




Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
menjelaskan pengertian Desa yakni, Desa adat atau yang di sebut dengan nama 
lain adalah kesatuan masyarakat  hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan perkara masyarakat, hak asal usul, dan/atau 
hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Desa dalam mengurus urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat perlu  diadakan Badan Usaha Milik Desa untuk 
menunjang kemajuan desa dan Pendapatan Asli Desa.
2
 
Sedangkan pada   Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Desa memberikan 
kewenangan kepada Desa yang berbunyi: Desa dapat mendirikan Badan Usaha 
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 Ramlan dan Eka Sihombing, Hukum Pemerintahan Desa, (Medan : Enam Media, 2021), 
h. 5. 
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Milik Desa yang disebut BUMDes. BUMDes merupakan lembaga usaha Desa 
yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat dalam upaya memperkuat  
perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. 
Semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
tahun 2014, BUMDes menjadi salah satu alat pembangunan di Desa untuk 
meningkatkan perekonomian Desa, peningkatan pendapatan Desa, 
meningkatkan pengelolaan potensi Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 




Merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
desa, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa BUMDes 
merupakan suatu lembaga perekonomian desa yang memiliki peran penting 
dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa dan pemerintahan Desa, 
dengan adanya BUMDes pemerintah Desa dan masyarakat Desa bisa menggali  
berbagai potensi yang ada. BUMDes sebagai badan hukum dibentuk 
berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, bentuk BUMDes dapat 
beragam di setiap Desa. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, 
potensi, dan sumber daya yang memiliki masing-masing Desa. Maka 
BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai 
lembaga sosial dan komersial, BUMDes suatu lembaga yang berpihak pada 
kepentingan masyarakat melalui kontribusi dalam penyediaan pelayanan 
sosial, sedangkan komersial bertujuan untuk mencari keuntungan melalui  
                                                             
3
 Sofyani Hafiez. Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya 




penawaran sumber daya lokal (Barang atau Jasa) ke pasar. 
Budiono menjelaskan salah satu cara untuk mendorong pembangunan 
di tingkat Desa adalah pemerintah Desa diberikan kewenangan oleh 
Pemerintah pusat mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-
lembaga ekonomi di tingkat Desa. Lembaga-lembaga tersebut salah satunya 
adalah Badan Usaha Milik Desa.
4
 
BUMDes dalam pelaksanaan dan kepemilikan modal dikelola langsung 
oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan BUMDes bertujuan untuk 
menerima kegiatan-kegiatan yang berkembang sesuai adat istiadat, kegiatan- 
kegiatan berdasarkan program pemerintah dan seluruh kegiatan lainnya yang 
mendukung upaya peningkatan pendapatan masyarakat.
5
 
BUMDes ini diharapkan juga mampu menstimulasi dan  menggerakkan 
roda perekonomian di pedesaan dalam bentuk pendapatan asli desa. BUMDes 
mengelola aset ekonomi yang ada di Desa bersama dengan masyarakat Desa. 
Substansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan 
dan self help sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaan nya. 
Pada tahap ini, BUMDes akan bergerak seirama  dengan upaya meningkatkan 
sumber-sumber pendapatan asli Desa, menggerakkan kegiatan ekonomi 
masyarakat di mana peran BUMDes sebagai institusi payung dalam menaungi. 
Pendirian BUMDes adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan 
ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisifatip, 
                                                             
4
 Budiono P. Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di 
Bojonegoro (Studi di Desa Nginginrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan 
Kanor). Jurnal Politik Muda. 2015. h 116-125. 
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 Gunawan, K. Manajemen BUMDes dalam Rangka Menekan Laju 




emansifatif, transparasi, akuntabel, sustainable. Oleh karana itu perlu upaya 
serius untuk menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut dapat berjalan secara 
efektif, efesien, propesional, dan mandiri. Upaya yang perlu dilakukan untuk 
mencapai tujuan BUMDes adalah dengan cara memenuhi kebutuhan produktif 
dan konsumtif masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang 
dikelola masyarakat dan pemerintah desa. Selain itu pula tujuan didirikan 
BUMDes adalah menciptakan pemerataan lapangan usaha sekaligus 
meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa.
6
 
Prinsip-prinsip dalam mengelola BUMDes adalah: 
1. Kooperatif, adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam pengelolaan 
BUMDes dan mampu saling bekerja sama dengan baik. 
2. Partisipatif, keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan 
BUMDes diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara 
sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha BUMDes. 
3. Emansipatif, keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan 
BUMDes diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan 
agama. 
4. Transparan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan 
BUMDes dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka 
dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut. 
5. Akuntabel, keseluruhan kegiatan secara teknis maupun administrative 
harus dipertanggungjawabkan; dan 
                                                             
6
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Tujuan pendirian BUMDes „Bina Usaha Sejati” di Desa  Kundur, 
Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti adalah: 
1. Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang 
mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. 
2. Mendukung kegiatan investasi lokal, penggalian potensi lokal serta 
meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan 
membangun sarana dan parasarana perekonomian perdesaan yang 
dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha perdesaan. 
3. Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat Desa dengan 
meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola 
pembangunan perekonomian Desa. 
4. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif 
masyarakat Desa yang berpenghasilan rendah. 
5. Menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja; dan 
6. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.8 
BUMDes Bina Usaha Sejati Desa Kundur Kecamatan Tebing Tinggi 
Barat Kabupaten Kepulauan Meranti dinilai belum mampu bersaing dalam 
memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat serta meningkatkan pendapatan 
asli  Desa Kundur dikarenakan kurangnya minat masyarakat untuk ikut serta 
mengelola dan kurangnya ajakan dari pihak BUMDes kepada masyarakat 
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 Ridlwan, Z. Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan 
Perekonomian Desa. Fiat  Justisia Jurnal Ilmu Hukum,. Volume 8., Nomor. 3., (2014) h. 424. 
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untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan program BUMDes di Desa 
Kundur. Salah satunya dalam program usaha BUMDes Bina Usaha Sejati 
yakni olahan air gambut. Usaha pada bidang pengolahan air gambut ini dinilai 
belum mampu bersaing dalam memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat 
dikarenakan kurangnya minat masyarakat untuk membeli dan mengkonsumsi 
air minum dari pengolahan air gambut tersebut. Data Pendapatan Asli Desa 
yang hanya diperoleh dari BUM Desa Bina Usaha sejati pada tahun 2020 
berjumlah Rp. 6.300.000. 
Berdasarkan tujuan-tujuan yang disebutkan dalam Peraturan Desa 
Kundur tentang BUMDes tersebut, penulis melihat bahwa tujuan-tujuan dari 
BUMDes ini belumlah terealisasi secara keseluruhan, terutama peningkatan 
Pendapatan Asli Desa. Hal ini disebabkan oleh tidak maksimalnya peran 
pelaksana BUMDes dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai 
tujuan tersebut, baik peran oleh pengelola BUMDes maupun peran masyarakat 
secara umum. 
Tujuan seperti yang telah dikemukakan diatas, bahwa berdirinya 
BUMDes ini karena sudah diamanatkan bahwa dalam meningkatkan 
pendapatan masyarakat dan Pendapat Asli Desa. Pemerintah Desa dapat 
mendirikan BUMDes. Pilar lembaga BUMDes ini merupakan institusi sosial 
ekonomi Desa yang betul-betul mampu sebagai lembaga komersial yang 
mampu berkompetisi ke luar desa. BUMDes sebagai institusi ekonomi rakyat 
lembaga komersial, pertama-tama berpihak kepada pemenuhan kebutuhan  




penyediaan barang dan jasa. Hal ini diwujudkan dalam pengadaan kebutuhan 
masyarakat yang tidak memberatkan (seperti: harga lebih murah dan mudah 
mendapatkannya) dan menguntungkan. 
Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut bahwa betapa penting dan 
terkaitnya suatu peraturan dengan individu di dalam masyarakat suatu wilayah, 
karena peraturan adalah salah satu kebutuhan individu untuk dapat 
menanggulangi permasalahan dalam suatu lingkup yang menyangkut lingkup 
sosial. Manusia membutuhkan suatu peraturan untuk mencapai keteraturan.
9
 
Begitu juga di dalam sebuah Desa yang tidak luput dari Peraturan Desa yang 
dibuat oleh perangkat Desa khususnya peraturan mengenai BUM Des guna 
meningkatkan nilai guna atas asset dan potensi desa untuk sebesar- besarnya 
kesejahteraan masyarakat Desa. 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul: PERAN BADAN USAHA MILIK 
DESA BINA USAHA SEJATI DALAM MENINGKATKAN 
PENDAPATAN ASLI DESA BERDASARKAN PERATURAN DESA 
KUNDUR NOMOR 4 TAHUN 2017 DI DESA KUNDUR KECAMATAN 
TEBING TINGGI BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI. 
 
B. Batasan Masalah  
Pembatasan masalah perlu ditetapkan, agar pembahasan penelitian ini 
lebih terfokus, tersusun sistematis dan terarah. Penulis membatasi ruang 
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lingkup penelitian ini terhadap pelaksanaan usaha pengolahan air gambut oleh 
BUM Desa Bina Usaha Sejati dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa 
berdasarkan Peraturan Desa Kundur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan 
Usaha Milik Desa di Desa Kundur, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, 
Kabupaten Kepulauan Meranti serta faktor penghambat dalam pelaksanaan 
pengolahan air gambut oleh BUM Desa Bina Usaha Sejati.  
 
C. Rumusan Masalah  
Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dilakukan agar 
pelaksanaan penelitian dapat terarah dan terfokus. Muhammad Hatta 
menjelaskan “Masalah adalah kejadian atau keadaan yang menimbulkan 
pertanyaan dalam hati tentang kedudukan, peneliti tidak puas hanya melihat saja 
melainkan peneliti ingin mengetahuinya lebih dalam lagi”.
10
 
Winarso Surakhmat mengatakan “Masalah adalah  setiap kesulitan yang 
menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Masalah harus dapat dirasakan 
sebagai suatu rintangan yang mesti di lalui dengan jalan semestinya apabila 
akan berjalan terus. Masalah menampakkan diri sebagai tantangan”.
11
 
Berdasarakan pendapat diatas dan berdasarkan latar belakang di atas, 
maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana peran BUM Desa Bina Usaha Sejati dalam meningkatkan 
Pendapatan Asli Desa berdasarkan Peraturan Desa Kundur Nomor 4 Tahun 
2017 tentang Badan Usaha Milik Desa? 
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 Muhammad Hatta, Pengantar Kejalan Ilmu Pengetahuan, (Jakarta : Mutiara, 2004), 
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2. Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan peran BUM 
Desa Bina Usaha Sejati dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui peran BUM Desa Bina Usaha Sejati dalam 
meningkatkan Pendapatan Asli Desa berdasarkan Peraturan Desa 
Kundur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa. 
b. Untuk mengetahui faktor penghambat yang mempengaruhi 
pelaksanaan peran BUM Desa Bina Usaha Sejati dalam meningkatkan 
Pendapatan Asli Desa 
2. Manfaat Penelitian 
 
a. Manfaat Teoritis 
 
1. Dapat mengetahui bagaimana peran BUM Desa Bina Usaha 
Sejati dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa berdasarkan 
Peraturan Desa Kundur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan 
Usaha Milik Desa. 
2. Dapat mengetahui faktor penghambat yang mempengaruhi 
pelaksanaan BUMDes Bina Usaha Sejati dalam peningkatan 
Pendapatan Asli Desa. 
b. Manfaat Praktis 
1. Dapat memberikan data dan informasi bagi pihak – pihak terkait 
terhadap pelaksanaan usaha pengolahan air gambut oleh BUM 




Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa 
Kundur Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan 
Meranti. Serta mengukur kemampuan penulis dalam membahas 
dan menggali data yang berhubungan di Desa Kundur Kecamatan 
Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. 
c. Manfaat Akademis 
1. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S1) 
pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Untuk pedoman atau bahan informasi bagi peneliti lain yang 





E. Metode Penelitian 
 
Metode penelitian dapat digunakan untuk menjelaskan, menguraikan 
dan memprediksi suatu fenomena, sehingga bisa menghasilkan pengetahuan 
baru.
12
 H.B Sutopo menjelaskan metode penelitian merupakan cara ilmiah 
untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Oleh karena 
itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut : 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris 
atau yang dikenal dengan penelitian lapangan , dengan melakukan survei 
secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data 
sekunder. Penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi 
hukum dan bagaimana efektivitas hukum ini berlaku dalam 
masyarakat.
13
 Penelitian hukum empiris, berbasis pada ilmu hukum 
normatif (peraturan perundang – undangan). Namun demikian tidak 
mengkaji sistem norma dalam peraturan perundang - undangan, tetapi 
mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem 
norma itu bekerja di dalam masyarakat (law in action).
14 
Sifat penelitian 
ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat sifat suatu 
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2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan 
di Desa Kundur, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan 
Meranti. Tepatnya pada Badan Usaha Milik Desa Bina Usaha Sejati. 
Alasan penulis mengambil lokasi ini adalah dikarenakan pada BUMDes 
Bina Usaha Sejati ini sebagai salah satu BUMDes yang memiliki 
berbagai program dalam upaya meningkatkan dana, namun belum 
pengaruh besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa yang 
bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. 
3. Narasumber Penelitian 
Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada 
seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga yang 
memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi atau 
menjadi sumber informasi. Dalam hal ini, narasumber adalah beberapa 
orang yang memiliki wewenang dalam pengelolaan BUMDes Bina 
Usaha Sejati dan beberapa masyarakat yang memiliki domisili di Desa 
Kundur yang mengetahui secara jelas kondisi yang berkaitan dengan 





Adapun narasumber dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini : 
Tabel I.1 Jumlah Narasumber Penelitian 
No. JABATAN NAMA JUMLAH  
1 Pemerintah Desa M. Ali Mashar,S.Sos  
  Saringat, S.PI 3 Orang 
  Winarto  
2 Pengelola BUMDes Edi Wicahyo 
2 Orang 















 Jumlah   10 Orang 
 
4. Sumber Data 
Dalam penelitian jenis dan sumber data yang digunakan 
adalah sebagai berikut : 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 
pertama, yaitu perilaku masyarakat, melalui penelitian.
16
 
Pengumpulan  data primer dengan melakukan wawancara atau 
interview langsung kepada responden, serta observasi data yang 
diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian. 
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b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen – 
dokumen resmi, buku – buku, hasil penelitian yang berwujud laporan 
dan seterusnya.
17
 Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi : 
1). Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang 
mengikat,
18
 bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan 
perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang di 
bahas. Bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalaham, 
antara lain : 
a. Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 
b. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan 
Usaha Milik Desa. 
d. Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 33 Tahun 2017 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Badan Usaha Milik 
Desa/Kelurahan. 
e. Peraturan Desa Kundur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan 
Usaha Milik Desa 
2). Bahan Hukum Sekunder 








Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan 
tentang bahan hukum primer.
19
 Bahan hukum sekunder yang 
terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai 
prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan. 
3). Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan 
petunjuk maupun penjelasan terhadap pbahan hukum primer dan 
sekunder.
20
 Bahan hukum tersier berupa petunjuk atau penjelasan 
mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang 
berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, 
majalah,  indeks kumulatif, surat kabar dan sebagainya.
21
 
5. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan 
untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian. Peneliti 
menggunakan metode sebagai berikut : 
a. Observasi 
Observasi merupakan pengumpulan data yang mengharuskan 
peneliti turun ke lapangan mengamati hal – hal yang berkaitan dengan 
ruang, tempat, pelaku kegiatan, benda – benda, waktu, peristiwa, 
tujuan, dan perasaan.
22
 Observasi dalam penelitian ini dilakukan 
dengan meninjau objek penelitian. 






 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h.24. 
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Peneliti melakukan tanya jawab dengan narasumber atau 
responden dengan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk 
menggali informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan 
yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan.
23
 Hasil 
wawancara bukan termasuk pada bahan hukum, akan tetapi dapat 
dimasukkan ke dalam bahan non hukum atau tersier dan jika 
dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan yang diberikan kepada 
yang diwawancarai kemudian memberikan pendapat secara tertulis. 




Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, 
Direktur/Ketua BUM Desa Bina Usaha Sejati, Kepala Unit, dan 
Masyarakat. 
b. Studi Kepustakaan 
Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil dari buku-buku, 
artikel-artikel, majalah hukum, dan jurnal sebagai referensi yang ada 
kaitannya dengan persoalan yang diteliti. 
6. Analisis Data 
Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi 
dokumen, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara 
deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian di tuangkan 
dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk 
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memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik 
kesimpulan secara Induktif, yaitu dari bersifat khusus menuju hal yang 
bersifat umum.
25
 Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan 
metode Induktif. 
F. Sistematika Penulisan 
 
Dalam pembuatan skripsi ini, maka penulis akan menjabarkan 
sistematika yang terdiri dari lima bab atau bagian, yaitu sebagai berikut :  
BAB I   PENDAHULUAN 
Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang, batasan 
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 
penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN 
 
Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang gambaran umum Desa 
Kundur dan BUM Desa . 
BAB III LANDASAN TEORI 
 
Pada bab ini berisikan teori-teori sebagai dasar hukum yang  
digunakan dan konsep-konsep yang berhubungan dengan 
pembahasan dalam penelitian ini yaitu: badan usaha, badan usaha 
desa, prinsip usaha desa, tujuan pendirian usaha desa, dan standar 
keberhasilan usaha desa. 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini penulis akan memaparkan dan membahas hasil 
penelitian-penelitian dengan rumusan masalah yang berkaitan 
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dengan Peran BUMDes Bina Usaha Sejati dalam meningkatkan 
Pendapatan Asli Desa berdasarkan Peraturan Desa Kundur Nomor 
4 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa, faktor 
penghambat dalam pelaksanaan peran BUMDes Bina Usaha Sejati 
dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan Upaya yang 
seharusnya dilakukan oleh BUMDes Bina Usaha Sejati dalam 
meningkatkan Pendapatan Asli Desa. 
BAB  V PENUTUP 
Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan yang diambil 
berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, serta saran - saran yang 
diharapkan bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia 







GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Meranti 
1. Sejarah Kabupaten Kepulauan Meranti 
Pembentukan Kabupaten Meranti merupakan pemekaran dari 
kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, Dasar 
hukum berdirinya kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang 
nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009. Tuntutan pemekaran 
kabupaten Kepulauan Meranti sudah diperjuangkan oleh masyarakat 
Meranti sejak tahun 1957. Seruan pemekaran kembali diembuskan oleh 
masyarakat pada tahun 1970 dan 1990-an hingga tahun 2008, yang 
merupakan satu-satunya kawedanan di Riau yang belum dimekarkan saat 
itu,dengan perjuangan gigih sejumlah tokoh masyarakat Meranti maka pada 
tanggal 25 Juli 2005 dibentuklah Badan Perjuangan Pembentukan 
Kabupaten Meranti (BP2KM) sebagai wadah aspirasi masyarakat Meranti 
untuk memekarkan diri dari kabupaten Bengkalis. 
Kota Selatpanjang merupakan pusat pemerintahan kabupaten 
Kepulauan Meranti, duhulu merupakan salah satu bandar (kota) yang paling 
sibuk dan terkenal perniagaan di dalam kesultanan Siak. Bandar ini sejak 
dahulu telah terbentuk masyarakat heterogen, terutama suku Melayu dan 
Tionghoa, karena peran antar merekalah terbentuk erat dalam keharmonisan 
kegiatan kultural maupun perdagangan.
26
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Selama terbentuknya Kabupaten Kepulauan Meranti ini sampai 
sekarang yang pernah menjabat sebagai Bupati adalah sebagai berikut : 
1. Dr. H. Syamsuar M.Si (2009-2010) 
2. Dr. H. Irwan Nasir, M.Si (2010-2020) 
3. H. Muhammad Adil, SH. (2021-2026) 
Visi : 
Menjadikan Kepulauan Meranti sebagai kawasan niaga yang maju dan 
unggul menuju masyarakat madani. 
Misi : 
a. Mewujudkan penataan birokrasi pemerintahan yang efisien dan efektif 
b. Menurunkan tingkat kemiskinan melalui swasembada hasil pertanian, 
perikanan dan peternakan 
c. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat dalam 
rangka pengembangan ekonomi lokal 
d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas 
e. Meningkatkan infrastruktur dasar dalam rangka merangkai pulau, 
termasuk revitalisasi air bersih dan peningkatan elektrifikasi 
f. Mendorong investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan 
penciptaan nilai tambah ekonomi 
g. Meningkatkan pembinaan mental spriritual dalam rangka mewujudkan 





2. Kondisi Geografis Kabupaten Kepulauan Meranti 
Kabupaten Kepulauan Meranti Merupakan Kabupaten di Provinsi 








10‟ Bujur Timur. Kepulauan 
Meranti berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Selat Melaka di 
sebelah utara. Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan di sebelah selatan, 
Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis di sebelah barat dan Selat Melaka 
di sebelah timur. 
Gambar II.1 Peta Kabupaten Kepulauan Meranti 
 
Sumber : Dokumen Kabupaten Kepulauan Meranti. 
 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009, Kepulauan 
Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, dengan total 
wilayah seluas 3.707,84
2 
, cakupan wilayahnya yaitu Kecamatan Tebing 
Tinggi, Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Rangsang, Kecamatan 
Tebing Tinggi Barat dan Kecamatan Merbau. Wilayah Kepulauan  Meranti 






Secara administratif, saat ini Kepulauan Meranti memiliki 9 
Kecamatan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Tebing Tinggi Timur, 
beribu kota di Sungai Tohor (20,17%). Kecamatan yang terjauh dari Kota 
Selatpanjang adalah Kecamatan Tasik Putri Puyu, beribu kota di Bandul (97 
Km dari Selatpanjang). 
3. Kondisi Demografi Kabupaten Kepulauan Meranti 
Piramida penduduk Kepulauan Meranti pada tahun 2019 merupakan 
piramida penduduk muda berbentuk limas. Jumlah penduduk usia dibawah 
24 tahun lebih banyak jika dibandingkan dengan penduduk usia tua, diatas 
65 tahun. Ini artinya tingkat kelahiran lebih tinggi dari pada tingkat 
kematian.  
Pertumbuhan penduduk di Kepulauan Meranti pada tahun 2019 
adalah sebesar 0,63 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 
penduduk pada tahun 2018. Data BPS mencatat jumlah penduduk 
Kepulauan Meranti pada tahun 2019 adalah 183.297 jiwa. Dengan wilayah 
seluas 3.707,84 km2, maka setiap km2 wilayah rata-rata ditempati oleh 49 
orang penduduk. 
Sex ratio adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan jumlah 
penduduk perempuan. Sex rasio penduduk di Kepulauan Meranti pada tahun 
2019 sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 105. Artinya pada tahun 2019, 




                                                             
27
 Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti, Dalam Angka 2019, (Meranti: 




B. Gambaran Umum Desa Kundur 
1. Sejarah Desa Kundur  
Desa Kundur Sejarah Kundur memiliki dua versi yang pertama 
Kundur tersebut berasal dari suku akit, dimana suku akit tersebut sudah 
berpuluh-puluh tahu berada disana sebelum desa Kundur di sahkan. Nama 
desa Kundur menurut versi mereka berasal dari buah yang mirip dengan 
labu karena pada saat itu tumbuhan Kundur di Desa tersebut sangat banyak 
diwilayah ini. Hingga saat ini buah kundur tersebut juga masih banyak di 
jumpai dan biasanya diolah sebagai air kundur. Jadi, menurut versi pertama 
desa Kundur berasal dari nama buah yaitu buah kundur. Menurut versi 
kedua yaitu nama Kundur berasal dari bahasa jawa yang dibawa langsung 
oleh orang-orang jawa. Dimana, mereka merantau ke desa tersebut untuk 
mencari nafkah. Menurut bahasa Jawa, Kundur itu artinya “Pulang”. 
Maksudnya adalah, mereka bukan asli orang Kundur yang ingin pulang dan 
mengajak orang banyak. Jadi menurut versi kedua desa Kundur tersebut 
berasal dari bahasa jawa yaitu “Pulang”.28 
Desa Kundur memiliki tiga dusun atau RW yaitu Sidosari, Sidoharjo 
dan Pelayar hanya saja RTnya yang mengalami penambahan. Desa Kundur 
merupakan salah satu desa yang memiliki sumber daya alam dan sumber 
daya manusia yang memadai, sehingga masyarakat desa Kundur mampu 
mengembangkan desa tersebut salah satunya memiliki sumber daya alam 
berupa tanah yang subur. Masyarakat Desa Kundur rata-rata bermata 
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pencaharian sebagai petani untuk usia tua dan usia muda rata-rata sudah 
banyak yang merantau ke daerah lain untuk mencari pekerjaan yang bergaji 
tetap. 
2. Kondisi Geografis Desa Kundur 
Penelitian ini berada di Desa Kundur. Desa Kundur adalah salah satu 
desa yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi Barat, dengan luas desa 9,8 Ha, 
ketinggian tanah dari permukaan laut 1-6,4 dengan curah hujan yang cukup 
dan suhu udara sekitar 30 s.d 36
o
C. Jarak dari ibu kota kecamatan berkisar 
±10 km dan jarak dari ibu kota kabupaten berkisar ±25 km. Pada tahun 2020 
masyarakat Desa Kundur berjumlah 363 KK dengan 1.319 jiwa dengan 
dibagi sebanyak 3 desa. 
Batas-batas desa : 
1. Sebelah timur : Desa Batang Malas 
2. Sebelah Barat : Desa Tanjung Peranap 
3. Sebelah Utara : Selat Rengit 
4. Sebelah Selatan : Desa Tenan 
3. Kondisi Demografi Desa Kundur 
Kependudukan atau demografi adalah ilmu yang mempelajari 
dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan 
distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap 
waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan.  
Penduduk Desa Kundur Kecamatan Tebing tinggi Barat Kabupaten 
Kepulauan Meranti berdasarkan pada daftar isian data profil Desa Kundur 





Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 
721 792 1513 
   Sumber : Dokumen Kantor Desa Kundur, Kabupaten Kepulauan Meranti. 
 
Berdasarkan tabel II.1 diatas terdapat hasil presentasi laki-laki 47,7% 
dan perempuan 52,3%. Dimana jumlah penduduk sebanyak 1513 jiwa. 
a. Suku  
Suku merupakan sebuah identitas dari suatu desa. Dimana 
mayoritas masyarakat Desa Kundur merupakan suku Jawa. Tetapi ada 
beberapa suku lain juga. Secara sosial masyarakat yang ada di Desa 
Kundur tidak memiliki konflik walaupun menikah dengan beda suku. 
Dimana, masih ada suku yang belum memiliki kepercayaan. Dalam 
artian, mereka tetap menerima dari berbagai macam suku yang datang. 
Secara budaya, Desa Kundur tersebut memiliki beragam suku yakni 
suku jawa, melayu, akit dan lainnya.29 
b. Agama  
Secara agama, masyarakat Desa Kundur mayoritas beragama islam, 
dan tidak jarang ada agama lain seperti agama kristen dan budha. Bahkan 
masih ada yang belum memiliki agama dan hanya memiliki kepercayaan. 
Tetapi masyarakat Desa Kundur tetap menjalin tali silaturahmi walaupum 
berbeda agama atau kepercayaan. Adat istiadat yang ada di Desa Kundur 
secara umum masih mengikuti kebiasaan mayoritas agama yang ada 
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disana yaitu agama islam, seperti kegiatan pengajian dimasjid atau 
musholla, melakukan kegiatan kenduri untuk mendoakan orang yang 
sudah meninggal, dan lain-lain yang masih sesuai dengan kebiasaan agama 
Islam. Di Desa Kundur juga memiliki tempat ibadah lain yakni Vihara. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel agama dan sarana prasarana 
ibadah berikut: 
    Tabel II.2 








Sumber : Dokumen Kantor Desa Kundur, Kabupaten Kepulauan 
Meranti. 
 
Berdasarkan hasil presentasi tabel diatas terdapat 6 (enam) agama. 
Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Dimana 
mayoritas agama islam sebesar 88,3%, agama kristen 0,7% dan agama 
budha 11%. Dan memiliki 3 masjid, 5 mushola dan 1 vihara.30 
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c. Perekonomian  
Berdasarkan wawancara bersama Bapak M.Ali Mashar,S.Sos 
selaku Kepala Desa Kundur. Desa Kundur adalah salah satu desa yang 
dikatakan desa berkembang yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi Barat. 
Dengan masyarakat di Desa Kundur mayoritas bermata pencaharian 
sebagai tani karet, sagu dan sayur. Dimana, secara data statistik Desa 
Kundur berada nomor 2 setelah Desa Alai yang masih dikategorikan 
berkembang, dimana masih terdapat beberapa bantuan seperti bantuan 
Program Keluarga Harapan, Bantuan Langsung Tunai, Bantuan Pangan 
Non Tunai dan lainnya. 
Tabel II.3 
Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 







Buruh Tani 70 
Pensiunan 1 
Jumlah Total 768 





Berdasarkan hasil tabel diatas dapat diketahui bahwa yang 
memiliki pekerjaan sebanyak 768 orang dengan mayoritas mata 
pencaharian desa Kundur adalah sebagai petani yaitu sebanyak 58,6%. 
d. Pendidikan 
Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan 
kebiasaan oleh suatu kelompok orang yang diturunkan dari satu generasi 
ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian guna 
untuk mendapatkan ilmu. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan 
orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak.31 
Seperti di Desa Kundur, pada tahun 2020 rata-rata pendidikan akhir 
masyarakat Desa Kundur sudah mulai meningkat yakni rata-rata tamatan 
SMA atau sekolah menengah atas dan pendidikan akhir orang tua minimal 
sekolah dasar. Pada sekarang ini masyarakat Desa Kundur sudah 
menganggap pendidikan itu penting, yang mana sudah banyak anak-anak 
yang pergi merantau untuk kuliah di luar daerah. 
Tabel II.4 
Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan 
PENDIDIKAN JUMLAH 
Taman Kanak-kanak 112 
Sekolah Dasar (SD) 567 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) 356 
Sekolah Menengah Atas (SMA) 320 
Akademi (D1-D3) 20 
Sarjana (S1-S3) 128 
Jumlah 1513 
Sumber : Dokumen Kantor Desa Kundur, Kabupaten Kepulauan 
Meranti. 
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Berdasarkan tabel diatas dapat di presentasikan bahwa rata-rata 
masyarakat Desa Kundur sudah menganggap pendidikan itu penting, 
sehingga sudah mulai banyak anak-anak yang menlanjutkan pendidikan ke 
jenjang perguruan tinggi. seperti terlihat pada tabel II.4 bahwa lulusan 
SMA sebanyak 21,1%, lulusan D3 sebanyak 1,9%, dan lulusan sarjana 
sebanyak 8,4%. Hal tersebut sudah menunjukkan bahwa masyarakat desa 
Kundur sudah mengedepankan pendidikan.32 
Untuk memperlancar mutu pendidikan di Desa Kundur, maka perlu 
adanya tempat untuk belajar. Untuk lebih jelas dapat dilihat sarana dan 
prasarana pendidikan tabel II.5 berikut: 
Tabel II.5 
Sarana Prasarana Pendidikan 
No Jenis Pendidikan 
Negeri dan Swasta 
Gedung Guru Murid 
1 Kel. Bermain 1 2 5 
2 TK 1 5 32 
3 Sekolah Dasar 2 26 138 
4 SMP 1 14 73 
5 SMA 1 15 51 
6 Akademi - - - 
7 Institut/Perguruan Tinggi - - - 
 Jumlah 6 62 299 
 
e. Kesehatan  
Dilihat dari segi kesehatan di Desa Kundur bahwa desa tersebut 
masih belum memiliki rumah sakit atau puskesmas. Dimana, dengan 
demikian akan meyulitkan masyarakat tersebut. Masyarakat desa Kundur 
memanfaatkan rumah sakit di desa lain seperti di desa Alai untuk berobat. 
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A. Pemerintahan Daerah  
1. Pengertian Pemerintahan Daerah  
Negara Indonesia merupakan suatu bangsa yang merdeka dan 
berdaulat, dimana pemerintah didaerah merupakan bagian intergralnya. 
Oleh karena luas dan banyaknya urusan pemerintah sehingga tidak mungkin 
seluruhnya diurus sendiri oleh pemerintah pusat, dengan demikian urusan 
Negara memerlukan adanya berbagai alat kelengkapan Negara membantu 
terwujudnya tujuan Negara. Dalam Negara yang berbentuk kesatuan hanya 
disebutkan pemerintahan daerah yang biasa juga disebut dengan 
pemerintahan setempat atau pemerintahan lokal (local government). 
Oppenheim dalam bukunya yang berjudul Het Nederlendsch gementerecht 
memberikan beberapa ciri – ciri pemerintahan daerah yakni:  
a. Adanya lingkungan atau daerah batas yang lebih kecil dari pada 
Negara. 
b. Adanya penduduk dari jumlah yang mencukupi. 
c. Adanya kepentingan-kepentingan yang pada coraknya sukar dibedakan 
dari yang diurus Negara, akan tetapi yang demikian menyangkut 
lingkungan itu, sehingga penduduknya bergerak untuk berusaha atas 
dasar swadaya. 





e. Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan.33 
Pengertian pemerintahan daerah ditemukan pada pasal 1 angka 2 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang 
menyatakan pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan 
pemerintahaan oleh pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sisitem dan prinsip 
Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud oleh 
UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
34
 
Secara jelas dipaparkan pada pasal 1 angka 3 Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan 
pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat 
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
35
 
Sejarah otonomi daerah di Indonesia sudah dimulai pada zaman 
kemerdekaan. Sejarah ini sempat terhenti saat diterapkannya sentralisasi 
pemerintahan pada era orde baru. Kemudian, perjalanan desentralisasi 
dilanjutkan seiring dengan berkembangnya era reformasi di Indonesia. 
Otonomi daerah adalah hak dan wewenang daerah untuk mengatur 
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan kepentingan 
masyarakat daerah tersebut. Pemberlakuan sistem otonomi daerah 
merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua tahun 2000 untuk 
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Sedangkan pada pasal 2 ayat (1),(2),dan (3) Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah - daerah propinsi dan 
daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing - masing 
mempunyai pemerintahan daerah, yang mana dalam mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi seluas-
luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, 
dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, 
dan daya saing daerah.
37
 
Ruang lingkup pemerintahan daerah terdapat pada pasal 3 ayat (1) 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang 
menyatakan bahwa pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud pada 
pasal 2 ayat (3) adalah :  
a. Pemerintah daerah propinsi yang terdiri atas pemerintah daerah propinsi 
dan DPRD Provinsi. 
b. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdiri dari atas pemerintah 
kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. 
Dan dijelaskan pada pasal 2 ayat (1) bahwa pemerintah daerah terdiri 
dari kepala daerah dan perangkat daerah.
38
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2. Dasar Hukum Pemerintahan Daerah  
Pemerintahan Daearah diatur dan disepakati dalam peraturan 
perundang-undangan yang telah ada di Indonesia, yaitu :  
a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam 
Pasal 18 ayat 1-7, Pasal 18 A ayat 1-2, Pasal 18 B ayat 1-2. 
b) Ketetapan MPR Ri Nomor XV/MPR 1998 tentang Penyelenggaraan 
Otonomi Daerah, Pembagian, Pengaturan, dan Pemanfaatan Sumber 
Daya Alam Nasional yang adil, dan keseimbangan Keuangan dari 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam Kerangka Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
c) Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi 
Kebijakan Pemerintah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah. 
d) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
e) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. 
f) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Revisi dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004).
39
 
Asas-asas untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, pada 
dasarnya ada empat, yaitu: 
a) Sentralisasi, yaitu sistem pemerintahan dimana segala kekuasaan 
dipusatkan di pemerintah pusat 
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b) Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh 
pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahannya sendiri. 
c) Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh 
pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada 
instansi vertikal di wilayah tertentu. 
d) Tugas Pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah 
atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, kota atau desa, 





B. Sistem Pemerintahan Desa  
Berdasarkan teori Hukum Tata Negara, pembagian tugas dan atau 
wewenang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara horizontal dan 
secara vertikal. Pembagian secara horizontal adalah pembagian tugas dan atau 
wewenang menurut fungsinya yang mana petugas dalam melaksanakan 




Pembagian secara vertikal adalah pembagian tugas dan wewenang 
menurut tingkatannya yang mana petugas dalam melaksanakan tugas dan atau 
wewenangnya mempunyai kedudukan yang berbeda tingkatannya dengan 
petugas lain, petugas yang lebih tinggi kedudukannya dapat melimpahkan 




 R. Abdoel Djamil, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 




tugas dan atau wewenang kepada petugas yang lebih rendah kedudukannya. 
Dalam hal ini penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan program 
otonomi dan desentralisasi dalam konsep Negara Kesatuan, merupakan salah 
satu bentuk pembagian tugas dan wewenang dengan cara vertikal.
42
 
Penyelenggaraan pemerintahan desa di bumi nusantara ini bukan 
adopsi dari sistem negara penjajah melainkan asli dari masyarakat Indonesia.  
Keaslian itu diakui oleh van vollenhovan dalam bukunya Staatsrecht 
overze bahwa pada tahun 1996 ketika kapal berbendera Belanda yang 
pertama memasuki perairan kepulauan Indonesia wilayah ini secara hukum 
ketatanegaraan bukanlah wilayah yang “liar dan kosong". Di sana terdapat 
setumpuk lembaga- lembaga pengaturan dan kewibawaan, meliputi 
pemerintahan oleh atau terhadap suku-suku, desa-desa, persekutuan-
persekutuan republik dan kerajaan-kerajaan.
43
 
Pemerintahan Desa sebenarnya tidak ada ketentuan Perundangan 
Undangan yang secara tegas menyatakan bahwa Desa merupakan Daerah 
Otonom, namun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang 
Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Desa atau yang disebut dengan 
nama lain, selanjutnya disebut Desa, kesatuan masyarakat adalah hukum yang 
memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam 
sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
44
 




 Dasril Rajab, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2005) h. 144 
44




Ketentuan serupa juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Dari ketentuan ini dapat kita 
menyimpulkan bahwa kalimat "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum 
yang memiliki batas-batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat". Ini dapat diartikan bahwa Desa 
adalah daerah otonom karena adanya kewenangan yang diberikan 
perundangan-undangan kepada desa untuk mengurus sendiri kepentingan 
masyarakat desa setempat, yang mana kewenangan untuk mengatur dan 
rnengurus kepentingan sendiri merupakan inti makna dari istilah otonomi.
45
 
Secara umum desa sebagai tempat dimana bermukim penduduk 
dengan 'peradaban' yang lebih terbelakang ketimbang kota. Biasanya 
dicirikan dengan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relatif 
rendah, mata pencarian yang umumnya dari sektor pertanian.
46
 Penyebutan 
desa lebih akrap ditelingga orang Jawa, Madura dan Bali, Dusun dan Marga 
(sumatraa selatan), Dusundati (Maluku), Kuta atau Huta (Batak), Nagari 
(Minangkabau), Aceh menyebutnya Garnpong. 
Desa dalam arti lain adalah bentuk kesatuan administratif yang disebut 
juga Kelurahan. Dengan demikian, di dalam kota juga dikenal sebutan desa. 
Pengertian desa seperti itu diperkenalkan oleh pemerintah Republik Indonesia 
setelah masa kemerdekaan dan berlaku di seluruh Indonesia. Menurut 
Kartohadikoesoemo (1965), desa dalam arti administratif adalah suatu 
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Sebutan Kepala Desa juga menggunakan istilah yang berbeda pada 
tiap-tiap bagian daerah seperti di daerah Tapanuli Kepal Desa disebut Kepala 
Nagari, di Sumatra Selatan disebut dengan nama Pesirah, di daerah Jawa 
disebut dengan Lurah, di daerah Bali disebut Tembukung, di daerah Sulawesi 
Utara disebut Hukum Tua, di daerah Maluku disebut Kepala Nagari dan di 
berbagai daerah di papua disebut Kurano. Masih banyak lagi sebutan yang 
bercorak ragam menurut istilah-istilah daerah setempat yang sebenarnya 
mempunyai pengertian yang sama.
48
 
Susunan desa-desa membentuk persekutuan masyarakat hukum 
dikatagorikan atas 3 (tiga) tipe yaitu :
49
 
1. Tipe kesatuaan masyarakat hukum berdasarkan kepada teritorial wilayah 
tempat bersama sebagai dasar utama. 
2. Tipe kesatuan masyarakat umum bedasarkan persamaan 
keturunan/genetik (suku, warga atau calon) sebagai dasar utama untuk 
dapat bertempat tinggal dalam suatu wilayah tersebut. 
3. Tipe kesaturan hukum berdasarkan atas campuran (teritorial dan 
keturunan). 
Selain dari pada itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang 
unsur-unsur yang harus ada dalarn suatu desa yaitu :  
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1. Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak produktif 
berserta penggunaanya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang 
merupakan lingkungan geografis setempat.  
2. Penduduk adalah hal yang meliputi jumlah pertambahan kepadatan, 
persebaran dan mata pencarian penduduk desa setempat. 
3. Tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan 
pergaulan warga desa. Jadi menyangkut seluk beluk kehidupan 
masyarakat desa (rural society).
50
 
Pengertian desa secara sosiologis digambarkan sebagai suatu bentuk 
kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam 
suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dan corak kehidupan 
mereka relatif homogen serta banyak bergantung kepada alam.
51
 
Dari sudut pandang politik dan administrasi pemerintahan, desa 
dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal 
suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan 
pemerintahan sendiri. Pengertian ini sangat menekankan adanya otonomi 
untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk. 
Pengertian tersebut termuat dalam undang-undang secara jelas menempatkan 
desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan, yang 
secara politis memiliki wewenang tertentu untuk mengatur warga atau 
anggota komunitasnya yaitu dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun l979 
Tentang Pemerintahan Desa, dan kemudian diatur dalam Undang-Undang 
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Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian 
dalam pengertian ini, masih belum tergambarkan sacara jelas mengenai 
kualitas otoriter yang dimiliki oleh desa.
52
 
Munculnya otoritas politik di dalam suatu komunitas yang disebut 
dengan desa secara internal mudah dipahami, dengan melihat sejarah 
perkembangannya. Secara faktual jumlah penduduk bertarnbah dan masalah-
masalah berkaitan dengan kepentingan masyarakat bertambah. Kenyataan 
tersebut sudah barang tentu mendorong munculnya suatu otoritas yang 
diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan yang merealisasikan aspirasi 
yang berkembang. Dari berbagai pengertian desa tersebut, maka dapat ditarik 
kesimpulan ada beberapa ciri desa secara umum:
53
 
1. Desa umumnya terletak sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani 
(sudut pandang ekonomi).  
2. Dalam wilayah itu, pertanian merupakan kegiatan ekonomi dominan. 
3. Faktor-faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakat  
4. Tidak seperti di kota besar yang penduduknya sebagian besar merupakan 
pendatang populasi penduduk desa lebih bersifat “terganti oleh dirinya 
sendiri”. 
5. Kontrol sosial lebih bersifat informal, dan interaksi antara warga desa 
lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka. 
6. Mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial yang 
relatif ketat dari pada kota. 
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Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa di jelaskan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang 
disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 




Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
mengartikan bahwa “Pemerintahan Desa sebagai penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa meliputi Penyelenggaraan Urusan Bidang Eksekutif yaitu 
penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah desa melalui Kepala Desa 
dan perangkat desa sebagai kepala pemerintahan dan pelaksana pemerintahan. 
Pemerintahan Desa sangat berperan penting dalam pembangunan 
Desa dalam hal ini kepala Desa beserta jajarannya diberikan wewenang untuk 
mengurus wilayahnya. Dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang 
Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa “Pemerintah Desa adalah Kepala 
Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai 
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unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
55
 Sedangkan penyelenggaraan 
urusan bidang legislatif dibentuk suatu Badan Perwakilan Desa yang 
berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, 




Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 
Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa Badan 
Permusyawaran Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut 
dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan 
yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 




C. Sumber Pendapatan dan Belanja Keuangan Desa 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah peraturan 
desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa 
dalam kurun waktu satu tahun. APB Desa terdiri atas bagian pendapatan desa, 
belanja desa, dan pembiayaan. Di dalam buku Pertumbuhan dan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menyebutkan bahwa sumber-sumber 
pendapatan desa berasal dari lima unsur berikut:  
1. Pendapatan Asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil 
kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil 
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swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli 
desa yang sah. 
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10 % (sepuluh 
persen) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota yang sebagian 
diperuntukan bagi desa. 
3. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima 
kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang 
dibagi setiap desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa. 
4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah 
kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan. 
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.  
Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, 
akuntabel partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan 
yang artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan 
secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam 
penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan 
yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.
58
 
Sumber pendapatan desa dijelaskan dalam Bab VIII Pasal 72 ayat (1) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tentang 
Keuangan dan Aset Desa. Sumber pendapatan desa bersumber dari:  
1. Pendapatan asli desa (yang berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan 
partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa. 
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2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersumber dari 
Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara 
merata dan berkeadilan. 
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota yang 
besarnya paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah. 
4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang 
diterima Kabupaten/Kota; bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten/Kota dengan minimal 10% dari dana perimbangan yang 
diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 
5. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. 
6. Lain-lain pendapatan Desa yang sah. 
Dana desa adalah dana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan 
tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
desa sesuai mandat UU Nomor 6 Tahun 2014. Dana desa dianggarkan setiap 
tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu 
sumber pendapatan desa. Untuk memastikan bahwa dana desa yang diberikan 
tidak diselewengkan dan penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas yang 
ditetapkan dan untuk memastikan bahwa ketercapaian output dapat lebih 
maksimal, maka pemerintah tingkat pusat hingga pemerintah daerah rutin 
melakukan evaluasi mulai dari tahap perencanaan hingga sampai tahap laporan 




Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Dalan Negeri dan 
Kementerian Desa dan PDTT. Jika terdapat penyimpangan dalam 
pengalokasian dana desa, pemerintah akan memberikan sanksi. Penggunaan 
dana desa merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan 
prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat. 
Pemerintah menetapkan penggunaan dana desa setiap tahun. Berikut ini 
merupakan beberapa prinsip penggunaan dana desa :
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1. Prinsip keadilan, mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa 
tanpa membeda-bedakan. 
2. Prinsip kebutuhan prioritas, mendahulukan kepentingan desa yang lebih 
mendesak, leboh dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan 
kepentingan sebagian besar masyarakat desa. 
3. Prinsip kewenangan desa, mengutamakan kewenangan hak asal usul dan 
kewenangan lokal berskala desa. 
4. Prinsip partisipatif, mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat. 
5. Prinsip swakelola dan berbasis sumber daya desa, mengutamakan 
pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam 
desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan ketrampilan warga desa dan 
kearifan lokal. 
6. Tipologi desa, mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik 
geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas, 
serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa. 
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Penggunaan dana desa perlu diarahkan untuk mendukung pengentasan 
desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa. Penggunaan dana desa 
pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan 
prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan 
prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan 
capaian sasaran pembangunan desa, pemerintah menetapkan priorotas 
penggunaan dana desa setiap tahun. 
Sesuai dengan Permendes Nomor 19 tahun 2017 adalah 
memprioritaskan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. 
Bidang pembangunan desa diarahkan untuk pengadaan pembangunan, 
pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa, sosial pelayanan 
dasar, usaha ekonomi desa, lingkungan hidup dan lainnya. Sedangkan pada 
bidang pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan 
pembangunan desa, mengembangkan kapasitas dan ketahanan masyarakat 
desa, pengembangan sistem informasi desa, dukungan pengelolaan kegiatan 
pelayanan sosial dasar, dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi 
produktif, dukungan pengelolaan usaha ekonomi, dukungan pengelolaan 
pelestarian lingkungan hidup, pengembangan kerjasama antar desa dan 
kerjasama desa dengan pihak III, dukungan menghadapi dan menangani 
bencana alam dan KLB lainnya serta pada bidang kegiatan lainnya. Dana desa 
diperbolehkan untuk kegiatan yang bukan menjadi priorotaas penggunaan dana 




masyarakat desa, sesuai dengan urusan dan kewenangan desa serta sudah 
disepakati dalam musyawarah desa. Dana desa tidak diperbolehkan untuk 
membayar gaji dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa karena gaji 
mereka sudah dipenuhi dari Alokasi Dana Desa (ADD). 
Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta 
segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan 
hak dan kewajiban desa disebut dengan denga keuangan desa. Keuangan dana 
desa dikelola sedemikian rupa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Dasar 
hukum pengelolaan dana desa adalah Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang pengelolaan keuangan desa. Adapun asas pengelolaan desa adalah 
transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Jangka waktu 
pengelolaan keuangan desa adalah satu tahun mulai dari 1 Januari sampai 
dengan 31 Desember tahun berjalan. Rencana keuangan desa dituangkan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Peran Kepala Desa dalam 
pengelolaan keuangan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 
desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa 
yang dipisahkan. Beberapa kewenangan kepala desa antara lain:  
a. Menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDesa. 
b. Menetapkan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). 
PTPKD merupakan salah satu unsur perangkat desa yang merupakan 




Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. PTPKD 
terdiri atas sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara. 
c. Menetapkan perugas yang memungut penerimaan desa.  
d. Menyetujui pengeluaran yang ditetapkan dalam APBDesa. 
e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 
APBDesa. Sekretaris desa bertindak sebagai koordinator pelaksana 
pengelolaan keuangan desa. Tugas sekretaris desa adalah sebagai berikut: 
1) Menyusun dan melaksanakan APBDesa. 
2) Menyusun Raperdes APBDesa. 
3) Menyusun perubanan APBDesa dan pertanggung jawaban APBDesa. 
4) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan APBDesa. 
5) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa. 
6) Memverifikasi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa. 
 
D. BUMDes Sebagai Sektor Pendapatan Desa 
Salah satu hak otonomi yang dimiliki oleh Desa adalah membentuk 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bertujuan untuk kepentingan 
peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD), yang mana Pendapatan Asli Desa 
tersebut dapat digunakan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat Desa. Keberadaan BUMDes juga ditujukan untuk 
mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta 
potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa.
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Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah 
suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan 
dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan 
profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan 
desa yang dipisahkan. Pada akhirnya BUMDes dibentuk dengan tujuan 
memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), 




BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang 
pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka 
pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan BUMDes diatur di dalam pasal 
Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa Desa dapat mendirikan 
Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu 
juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, 
yang didalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu pada Pasal 78 – 81, Bagian 
Kelima tentang Badan Usaha Milik Desa, serta yang terakhir dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik 
Desa.  
Pengertian lain menjelaskan bahwa: 
a. BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan 
pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan 
dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. 
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b. BUMDes merupakan badan usaha yang dimandatkan oleh UU Desa 
sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau 
pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau Kerja sama antar-
Desa. 
c. BUMDes menjadi arena pembelajaran bagi warga desa dalam menempa 
kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola Desa yang baik, 
kepemimpinan, kepercayaan, dan aksi kolektif. 
d. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia 
dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa bersifat 
kolektif.  
e. BUMDes merupakan salah saru strategi kebijakan untuk meningkatkan 
kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.
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BumDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan 
terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Beberapa agenda yang dapat 
dilakukan antara lain :  
a. Pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai 
tambahan dalam pengelolaan aset ekonomi desa. 
b. Mengintegrasikan produk-produk ekonomi pedesaan sehingga memiliki 
posisi nilai tawar dalam jaringan pasar. 
c. Mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang 
dikembangkan. 
d. Menguatkan kelembagaan ekonomi desa. 
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Bumdes merupakan instrument pendayagunaan ekonomi lokal dengan 
berbagai ragam jenis potensi. Pendayaan potensi ini terutama bertujuan untuk 
peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha 
ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BumDes juga memberikan 
sumbangan bagi peeningkatan sumber pendapatan asli desa yang 
memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan 
kesejahteraan rakyat secara optimal. Terdapat beberapa ciri utama yang 
membedakan BumDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya 
yaitu : 
a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama; 
b. Dijalankan dengan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan 
serta berakar dari tata nilai yang berkembang dan hidup dimasyarakat;  
c. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada pengembangan potensi 
desa secara umum dan hasil informasi pasar yang menopang kehidupan 
ekonomi masyarakat; 
d. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat desa; 




Tujuan Pendirian BUMDes sebagaimana disebutkan dalam Peraturan 
Menteri desa bertujuan:  
a. Meningkatkan perekonomian Desa; 
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b. Mengoptimalkan asset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;  
c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi 
Desa;  
d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan 
pihak ketiga; 
e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan.  
f. Membuka lapangan kerja; 
g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan 
umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan 
h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.64 
Sifat usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat 
pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipasif dan 
berkeadilan. Dan fungsi BUMDes adalah: sebagai motor penggerak 
perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan 
Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan 




E. Hubungan BUMDes dan PAD 
Tujuan dari pendirian BUMDes sangat berhubungan erat sebagai upaya 
untuk meningkatkan pendapatan asli desa dalam merencanakan dan mengelola 
perekonomian desa.  Di samping itu pendirian BUMDes ini mempunyai 
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sasaran yaitu terlayaninya masyarakat desa dalam mengembangkan usaha 
ekonomi produktif serta tersedianya beragam media usaha dalam mengurangi 
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pada beberapa 
fungsi dan peranannya yaitu fungsi BUMDes keseluruhan sebagai fasilitator, 
mediator, motivator, dan dinamisator bagi wilayah perdesaan untuk 
mengetahui peranan bumdes dalam peningkatan pendapatan asli desa ada 
beberapa indikator sebagai berikut: 
1. BUMDes sebagai fasilitator adalah menfasilitasi segala aktivitas 
perencanaan badan usaha yang akan dibangunan dan juga memfasilitasi 
pemerintah desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa kemudian untuk 
dilaksanakan. 
2. BUMDes yang merencanakan usaha apa yang akan dibangun sebagai 
program yang berperan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 
juga meningkatkan pendapatan asli desa. 
3. BUMDes memfasilitasi pembangunan usaha untuk peningkatan 
pendapatan. BUMDes ikut menentukan usulan yang ingin dibuat bentuk 
peningkatan pendapatan asli desa.BUMDes yang lebih mengetahui badan 
usaha apa yang dibutuhkan oleh masing-masing desa. 
4. BUMDes sebagai Mediator dalam perencanaan badan usaha adalah 
mempunyai tugas mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana usaha yang 
sudah di tetapapkan BUMDes tersebut, dan juga membantu pemerintah 
desa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di desa tanpa dengan 
memutuskan masalah itu.guna meningkatkan pendapatan asli desa. 
5. Kegiatan BUMDes mendukung pengembangan kegiaan usaha, contohnya  




pengembangan dan pendapatan asli desa bisa meningkat kedepannya dan 
kesejahteraan masyarakat bisa menjadi lebih baik lagi.pengembangan 
kegiatan usaha tidak akan berjalan bila tidak adanya dukungan dari 
BUMdes serta dari masyarakat, sebab tanpa adanya dukungan dari 
BUMDes usaha tersebut tidak bisa berjalan sesuai yang dinginkan. 
BUMDes Desa Lanjut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa 
dan pertumbuhan ekonomi. 
6. Peranan BUMDes sebagai Motivator ini dipandang sebagai ujung tombak 
dan pionir badan usaha untuk memotivasi masyarakat, pemerintah desa 
untuk lebih membuka wawasan untuk bagaimana memberikan masukan 
tentang badan usaha desa lanjut kedepannya, supaya bisa meningkatkan 
pendapatan asli desa dan peningkatan perekoniman masyarakat serta 
kesejahteraan masyarakat desa. Bentuk- bentuk motivasi yang diberikan 
BUMDes Desa Lanjut yaitu bagaimana cara masyarakat maupun segenap 
aparatur pemerintah desa bisa merawat, menjaga, dan mengajak masyarakat 
untuk supaya lebih meningkatkan lagi usaha yang ada di Desa Lanjut itu 
sendiri. 
7. BUMDes sebagai Dinamisator dalam mengoptimalisasikan peningkatan 
pendapatan asli desa sangat jeli dalam pemantawan dan melihat berbagai 
kegiatan di masyarakat yang selalu dinamis. Bentuk dari dinamisasinya 
menepatkan dirinya ditengah-tengah masyarakat untuk bisa langsung terjun 
mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktip terlibat dalam kegiatan 
badan usaha milik desa dan bertanggung jawab melayani masyarakat.
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan 
maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Peran Badan Usaha Milik Desa Bina Usaha Sejati dalam meningkatkan 
pendapatan asli Desa Kundur telah terlaksana dengan baik sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Desa Kundur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan 
Usaha Milik Desa dan menjadi salah satu upaya dari pemerintah Desa 
Kundur dalam mengembangkan potensi desa untuk kesejahteraan 
masyarakat dan pendapatan asli Desa Kundur. 
2. Faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan Badan Usaha Milik 
Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa yaitu : Pertama, Sebagian 
masyarakat yang masih kurang peduli terhadap BUMDes. Dengan 
kurangnya kesadaran tersebut dapat mengurangi dari makna tujuan 
dibentuknya BUMDes di Desa Kundur. Kedua, Terbatasnya tenaga kerja. 
Terjadinya penambahan tenaga kerja dikhawatirkan akan menambah dana 
pengeluaran, hal itu dikhawatirkan dapat mengahambat jalannya BUMDes 
tahun-tahun kedepannya. Ketiga, Lambannya pemasaran untuk penjualan 
air dalam kemasan. Hal ini terjadi karena kurangnya usaha dari pihak desa 
dan juga warga masyarakat untuk mempromosikan atau mengekspor 
produk air minum dalam kemasan tersebut ke desa-desa lain ataupun 




produk air dalam kemasan tersebut untuk saat ini hanya dikonsumsi oleh 
warga desa Kundur pada umumnya. 
 
B. Saran 
Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, adapun saran yang 
bersifat membangun dan konstruktif disampaikan kepada yang terkait adalah 
sebagai berikut: 
1. Kepada Pemerintah Desa Kundur agar bisa berkoordinasi lebih baik lagi 
kepada seluruh pengurus BUMDes dan memberikan dukungan serta 
perhatian khusus dalam pengelolaan BUMDes Bina Usaha Sejati, baik 
dengan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, memberikan nasehat, 
motivasi, saran, serta meningkatkan kerjasama dengan masyarakat desa. 
2. Dalam menjalankan dan mengelola BUMDes tentunya terdapat faktor - 
faktor penghambat, baik itu dari segi internal dan eksternal, maka dari itu 
alangkah lebih baiknya pengelola BUMDes memusywarahkan tersebut 
kepada aparatur desa dan masyarakat desa demi kelancaran pengelolaan 
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